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TENTAI\IG

PEMAzu FAATAT\! I\I OM OR I ru DUK KEPEruDU D'i**, DATA KEPEI{ DU DU KAlq
DAH fiARTU TA!\IDA PENDUDI'K ELEKTRONIK DALAM IAYANAN [.INGK[,IP TI'GAS

DIIIIAS PERFIU BU NGAI{ PRO\/! ruSI SU MATERA BARA-T

Pada hari ini $emim tanggal dua purluh !!ma Bulan Jumi tahun dr.la rlhu delapam belas yang
bertanda tangan di bawah ini:

L. Nama : E{. hlovrial, S.E., M-4,, Akt.
Alamat : Jl. Rasuna Said No. Sl padang
Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan

dan Pencatatan Sipil provinsi Sumatera fuarat
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga
Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera tsarat yang selanjutnla
dlsebut PI!{AK KESATU 

.

2. Nama : Arnran, S.E,, M.M.
Alamat : Jl. Raden Sateh No. t2 Fadang
Jahatan : Kepala Dinas perhubungan provinsisurnatera Barat
dalam hal ini bertindak untuk dan atgs nama Dinas Perhubungan Fnovlnsi Sumatera Barat
yang selanjutnya disehut PIHAK KEDUA"

PIHAK KESATU dan Pll"lAK KEDUA yang selanjutnya secara hersama-sama disebut
PARA PI HAffi , terr ebi h d a h u r u rn e n e ra n gka nseb-a ga i oe ri Luti

1' bahwa PII'{AK KE$ATU adalah unsur pelaksana Pemerintah provinsisurnatera Barat dibidang
kependudukan dan pencatatan sipit yang bertanggung jawiu trep$r-duourn,rr provinsl
Sumatera Barat;

2' bahwa PIHAK KEtluA adalah unsur petaksana Pemerintah Provins! surnatera Barat dibidang
lalu lintas an$kutan darat dan perkeretaapihn, teknik sarana dil kGilrnatan angkutan
darat, perhtrbungian laut dan udara, penyetenggaraan urusan pernerintahan dan pelayanan
umunl hidang Perhubungan, serta tugas pembantuan yang bertanggung jawa'b 6trJ;
Gubernur Frovinsisumatera Barat; -------ee--"€
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3. bahwa untuk menindaklanjuti lzin Gubernur Sumatera Barat Nomor

47 3/851-/DPPKBKPS.5/X\/2OL7 Tanggal 3.4 Novem biet 207-7 tentan$ Pemanfaatan lIlK,
KTP-el dan data Kependudukan atas-sulrat Kepala Dinas Perhubun$an Provinsi Sumatera

Earat Nomor 9OO/L2L3IDISHUB-SB-20L7 Tanggal E November 2OL7 perihal Fermohonan
lzin Flak Akses ,,'{an Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan & KTP-el.

dengan mernperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

L. Undang-Undang f{omor 23 Tahun 2OOG tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
I\legara Republik Indonesia Tahun 2006l\lomor L24,Tambahan Lembaran Negara Republll<
lndonesia [rtomor 4674), sebagaimana telah diuhah dengan Ltrndan$-Undan$ Nomor 24
Tatiun 2OL3 (Lenrbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nornor 232, Tamhahan
Lembaran Negara Republik lndonesia l,lomor 5a7$;

2. Peraturan Pemerintah l{omor 37 Tahun 2OO7 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Niomor
23 Tahun 20OO tentang Admlnistrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahurn 2OO7 Nomor 80, Tambahan Lernbaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4736)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Femerintah Nomor LO2 Tahun 2OL2
(Lembaran hlegara Republik lndonesia Tahun 2OL2 Nomor 265, Tambahan Lembaran
Brlegara Republik lndonesia Nomor 5373);

3. Peraturan Preslden Nomor 26 Tahun 2OO9 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasls Nornor lnduk Kependudukan Secara Nasional, Sehagaimana teiah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor LL2 Tahun zOLg (Lembaran
I{egara Republik lndonesia Tahun 2OL3 Nlornor 2ST);

4. Peraturan Menteri Dalam f{egeri Nomor 61 Tahun 2OL5 tentang Persyqratan, FRuang
!-ingkup dan Tata Cara Femherian Flak Akqes serta Pen:lanfaatan Isornor Induk
Kependudukan (NlK), Data.Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat'Nomor 51 Tahun 2OL7 tentang Pemanfaatan Data
KependudukanTingkatProvinsiSumateraBarat;

PARA PI&{AK sepakat memrbuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor lnduk
Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Fenduduk Elektronik Dalanr l-ayanan
Lingkup Tugas Dinas Perhubungan Provlnsi Sunratera Barat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasa! L
Maksud dan Tujuan

ltg]tsuo dan tu.luan Perjanjian Kerja sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran
PARA PII{AK dalam pemanfaatan Nomor lnduk Kependudukan, Dita Kependudukan dan Kartu
Tanda Penduduk Elektronik. 

t.i Fasa!2

R u a ng Ii ngk u p r"r.;" 
{; 

i, n Ker.la Sa m a, r, ::jff,:'r1j;::rrr,r *
a. l\ornor lnduk Kependudukan (NlK);
b. Data Kependudukan; dan
c. Kartu Tanda penduduk Etektronlk (Kfp-el).

Fasal 3
Femamfaatan Nornor lnduk Kependudukan, Data Kependudukan dan

Kartu Tanda Fenduduk Elelrtronlk

Pemanfaatan hllK, Data Kependudukan dan KTP-e! datam rangka mengefektifkan:

a' sinkronlSasi data penerima manfaat dengan menggunakan database kependudukan yangberbasiskan NIK;
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. b. Valldasi clan verifikasi dalam proses pelayanan dalam lingkup layanan Pll'lAK KEDUA

dengan menggunakan NtK, Data Kependudukan dan KTP-el;dan

c. Perencanaan program kegiatan FIFIA&{ KEDLA dengan nrenggunal<an c,lata agi'egat

kependudukan;

K.*,jln:;;t$^ ,,non

(1) PIFIAK KESATU mempunyai kewajiban untuk:
a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan kepada PllnAK KEDUA

berupa nomor KK, NlK, nama lengkap, jenls kelamin, ternpat lahlr, tanggal/bulan/tahun
lahir, agama/kepercayaan, status perkawinan, status huhungan dalarn keluarga,
pendidikan terakhir,.jenis pekerjaan dan alamat kepada PIFIAK KEDUA;

b. menyediakan jaringan komunikasi data untulr L (satu) titik jaringan berbasiskan Virtual
Private Network (VPN) lP melaluifasilitasi dan koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan
informatika Provinsi Sumatera Barat;

c. memberikan User ID kepada PIFIAK KEDUA yang pengelolaannya meniadi tanggung
jawab PIFIAK KEDUA;

d. membe;k;;;;ikasi teknis perangkat pembaca KTP-e! sesua! l<etentuan peraturan
perundang-undangan; dan

e. memberikan blmbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaataur r
NlK, Data Kependudukan, dan KTP-elatas biaya PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk:
a. mencantumkan I{lK yangl sudah dijamin lptunggalannya datam dokunnen yang

diterbitkan PIHAK KEDIIA;
b. nremberikan hak akses secara terbatas data dari dokumen yang dihasilkan sebagai

data balikan, guna melengn<api database kependudukan rnilik PIFIAK KESATU;
c. bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas ciata kependudulihn yang diakses

dari FIFIAK KESATU;
d. memberikan tayanan berbasiskan KTp-el;
e. menyediakan tenaga teknis dan perangkat penrbaca KTP-el, sesual'dengan spesifikasi

yang diberikan PIHAK KESATU beserta Kartu secure access rnodule;
t- menyediakan clukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan

pendampingan teknis implementasipemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTF-el;g- memhantu sosialisasi pemanfaatan KTP-el melalui media cetak dan/atau elektronik;
dan

h. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak dilakukannyer
penyirnpanan data kependudukan yang telalr diakses cnari PIFIAK KESATU walaupun
jangka waktu Perjanjian Kerja Sama initelah berakhir.

Pasal E
ttak pARA ptFtAK

(1) PIHAK KESATIJ mernpunyai hak untuk: .

a. men€lawasi pelaksanaan kewajiban FIFIAK KEDIJA;
b' mendapatkan data iraiikan atas data Kependudukannya telah diberikan pIFEAK KESATU

berdasarkan Perjanjian Kerja'Sama ini, guna melengkipi database kependudukan; dan
c. mendapatkan jaminan kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diterima dan

diakses PIFIAK KEDUAT walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sarna ini telah
berakhir.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk
a' mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa nornor KK, NlK,iiairEi lengkap, jenis kelanrin, tenrpat lahir, tanggayb;hn/tahun tahir,

agama/kepencayaun, status perkawinan, stitus hubungan dalam keluarga, pendidikan
terakhir, jenis pekerjaan dan alamat dari FIFIAK KESATU;.dan
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b. nnendapatkan himbingan teknls dan pendampingan'teknis peltlanfaatan NlK, Data

Kependudukan, dan KTPeI serta penggunaan perangkat pembaca KTP-el, atas biaya

PI}IAK KEDUA

P_ut{_6-
.langka Waktu

Per.lanjian Kerja Sanna ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh
PARA PIHAK sarnpai dengan tanggal 25 Juni 2022 dan dapat dipenpanjang atas persetujulan
PARA PIFIAK.

Fasal 7
Berakhirnya Per.lamjian Kerja Sarna

Perjan!ian Kerja Sama berakhir apabila:

a. jangka waktu Perjanlian Kerja Sama telah selesai; atau
h. atas kesepakatan FARA PIFIAK ulntuk mengakhiri kerjasama sebelurn jangka waktu

Perjanjian Kerja Sama berakhir.

Pasal I
Keadaanr Mernaksa {Force Majeure)

(1) Apalirla terjadi hat-hal di luar kekuasaan PARA PIFiAK atau keadaan memaltsa, dapat
dilakukan perubahan pelaksanaan Ferjanjian Kerja Sama atas persetujuan FARA PEFIAK.

(2) Keadaan nnenraksa sebagalmana dimaksucl pada ayat (L), adalah adanya kebijakan
pernerintah yang mengakibatkan tidak dapat dllanjutkannya pelaksaRaan Pe$anjian Keria
Sama inidan apabila terjadi haFhaldi luar kekulasaan PARA FIHAK. F:

Pasal I
Penyeiesaian FerselEsihan

(3-) Apablla dikemudian hari timbul permasalahan datam perbedaan penafsiran dan
pelaksanaan Perjanlian Kerja Sama lni antara PARA Pll{AK akan cfiselesalkan secara
musyawarah untuk mufakat

(2i Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (i.) tldak tercapa!,
maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

enaua*Ttlillf,,*,**
(1) FiFIAK KEDT A 

- 
berkewajiban rnembuat laporan berkala pemanfaatan NlK, Data

Kependudukan dan KTF-el per semester,. bulan Juni untuk $eme$ter pertama dan bulan
Desernber untuk semester kedua kepaha PII{AK KE$ATu dengan iembusan Direktur
Jenderal Kependudukan dan pencatatan sipil dan Gubernur.

{2) PI!{AK KE$ATU rneiakukan evaluasi pemanfaatan NtK, Data Kependudukan dan KTpel
secara berkala atas taporan PIHAK xr6Un sebagainrana dirnaksui paOa iyat (J.).(3) PIFIAK KESATU dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTp-
el sewaktu-waktu.

(4) Hasil evaluasi sehagalmana dirnaksud pada ayat (2) dilaporl5an ltepada Gubernur dengan
tembtlsan Menteri Dalarn ttlegeri melalui Direlitur ienderal K'ependndukan dan Fencatatan
Sipil.
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Fasa! L1
Lain-Lain

(1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau penguffingan rnateri Ferjaniian Kerja

- Sarna ini, maka dapat dllakukan perubahan atas persettljuan PARA PIHAK.

(2) Perubahan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Adendurm yang

merupakanbagianyan$tidakterpisahkandariPerjanjianKerjaSamaini.
(3) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalarn grelaksanaan Ferjanjian

Kerja $arna ini akan disusun dalam Petunjuk Tenis.

Pasa! 32
Penutup

Demildan Perjanjian Kerja Sarna ini dibuat dalam rangl€p 2 (clua), masing-masing dibubuhi
matera! cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatan$ani FARA
FIITAK.

L99l.J621002

fifi*firpl
s;a;6s#h;6ttt
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